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ABSTRAK 

Nama : Mohammad Nabiely Hakim 

Nim : 202110110311352 

Judul : ANALISIS DASAR  PERTIMBANGAN HAKIM DALAM 

MENETAPKAN KERUGIAN NEGARA (Studi Kasus Putusan NOMOR: 

34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst) 

Pembimbing : 1. Nu’man Aunuh, S.H.,M.Hum. 

                         2. Cholidah, S.H.,M.H. 

 

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak serius 

terhadap stabilitas keuangan negara serta kepercayaan publik terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu unsur utama dalam pembuktian tindak 

pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara yang bersifat nyata dan 

pasti jumlahnya. Namun, dalam praktik peradilan, penetapan kerugian negara kerap 

menimbulkan perdebatan, khususnya ketika didasarkan pada hasil audit lembaga 

selain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis dasar pertimbangan yuridis hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-

TPK/2025/PN Jakarta Pusat terkait pembuktian unsur kerugian keuangan negara 

serta menelaah penerapan asas kepastian hukum dalam penggunaan Laporan Hasil 

Audit Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tanpa adanya penetapan resmi dari BPK. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif 

dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada 

hasil audit PDTT BPKP sebagai alat bukti untuk membuktikan adanya kerugian 

negara, meskipun kewenangan konstitusional penetapan kerugian negara berada 

pada BPK. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum, 

khususnya mengenai kejelasan dasar perhitungan dan legitimasi lembaga auditor 

yang digunakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan audit BPKP 

dalam penetapan kerugian negara perlu disertai pertimbangan yuridis yang lebih 

komprehensif dan transparan agar sejalan dengan asas kepastian hukum serta 

menjamin keadilan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. 

 

Kata Kunci: Kerugian Keuangan Negara, Pertimbangan Hakim, Kepastian 

Hukum 
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ABSTRACT 

Nama : Mohammad Nabiely Hakim 

Nim : 202110110311352 

Judul : ANALISIS DASAR  PERTIMBANGAN HAKIM DALAM 

MENETAPKAN KERUGIAN NEGARA (Studi Kasus Putusan NOMOR: 

34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst) 

Pembimbing : 1. Nu’man Aunuh, S.H.,M.Hum. 

                         2. Cholidah, S.H.,M.H. 

Corruption is categorized as an extraordinary crime that has a serious impact on 

state financial stability and public trust in government administration. One of the 

essential elements in proving corruption offenses is the existence of state financial 

losses that are real and definite in amount. However, in judicial practice, the 

determination of state losses often gives rise to debate, particularly when it is based 

on audit results issued by institutions other than the Audit Board of Indonesia 

(Badan Pemeriksa Keuangan/BPK). This study aims to analyze the juridical 

considerations of judges in Decision Number 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jakarta 

Pusat concerning the proof of state financial losses and to examine the application 

of the principle of legal certainty in determining such losses based on the Special 

Purpose Audit Report (Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu/PDTT) issued 

by the Financial and Development Supervisory Agency (Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan/BPKP) without an official determination from BPK. 

This research employs a normative juridical legal research method using statutory 

and case approaches. The findings indicate that the panel of judges relied on the 

PDTT audit report issued by BPKP as evidence to establish state financial losses, 

despite the constitutional authority to determine such losses being vested in BPK. 

This practice raises concerns regarding legal certainty, particularly related to the 

clarity of the calculation basis and the legitimacy of the auditing institution used. 

The study concludes that the use of BPKP audit reports in determining state 

financial losses must be accompanied by more comprehensive and transparent 

juridical considerations to ensure compliance with the principle of legal certainty 

and to uphold justice in the enforcement of corruption law. 

 

Keywords: State Financial Losses, Judicial Considerations, Legal Certainty 
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KATA PENGANTAR  

  

Bissmillahirohmanirohim Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, puji syukur 

penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan hidayah 

serta kesempatan dan kesehatan yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program 

Strata 1 Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang 

berjudul “ANALISIS DASAR  PERTIMBANGAN HAKIM DALAM 

MENETAPKAN KERUGIAN NEGARA (Studi Kasus Putusan NOMOR: 

34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst) ”.  

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat banyak 

kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan adanya 

keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam 

penelitian ini, penulis sangat mengharapkan adanya masukan, kritik dan saran yang 

bersifat membangun dan mengarahkan pada penyempurnaan penelitian ini. Banyak  

kesulitan yang penulis alami dalam proses penulisan, namun semuanya dapat 

penulis lewati dengan baik.  

Selama menyelesaikan penelitian ini, penulis telah banyak menerima 

dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu, khususnya kepada:  

1. Kedua orang tua penulis yaitu Ach. Turmidzi Adfa dan Eni Sri Rahayu 

serta seluruh keluarga besar yang selalu mendukung baik secara moral, 

materi, dan spiritual.  Sungguh, jika tanpa doa dan dukungan kedua 
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orang  tua dan semua keluarga yang selalu memberikan motivasi dan 

semangat kepada penulis, maka penulis tidak dapat menjalankan semua 

ini dengan lancar dan baik;  

2. Kakak penulis jantung hati penulis yang sangat penulis sayangi 

melebihi diriku sendiri. Yang selalu memberikan semangat dan 

motivasi kepada penulis, yang menjadi panutan hidup bagi penulis 

selama ini, tanpa ada kakak mungkin adek tidak akan bisa menjadi 

manusia yang terus berkembang dan hidup lebih baik lagi;  

3. Bapak Pr Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor 

Universitas Muhammadiyah Malang;   

4. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Malang;   

5. Bapak Nu’man Aunuh, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing I dan 

Ibu Cholidah, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II yang telah 

mengarahkan, membimbing, mengoreksi, memperbaiki, memberikan 

masukan serta saran yang sangat membantu dan membangun kepada 

penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan tepat waktu;   

6. Bapak Sofyan Arief, S.H., M.Kn. selaku dosen Wali Kelas G Angkatan 

2021 yang dari awal masuk hingga saat ini selalu memberikan motivasi 

dan dukungan kepada penulis;   

7. Seluruh Dosen dan Staff yang berada di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang; 
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8. Teman-teman penulis semasa kuliah, yang telah membantu penulis 

selama menjalani kehidupan dimalang,  menjadi rumah kedua bagi 

penulis, serta selalu ada untuk penulis;  

9. Kepada Ailsa Nabila Fajri, yang memiliki hati yang baik dan sabar, 

yang selalu membantu penulis dalam berbagai hal selama proses 

pengerjaan skripsi, semoga kebaikanmu dibalas oleh Allah SWT;  

10. Terakhir, teruntuk diriku sendiri Mohammad Nabiely Hakim, 

terimakasih yang tak terhingga karna sudah bertahan hingga sejauh ini, 

terimakasih untuk tidak pernah menyerah atas segala yang terjadi. 

Terima kasih untuk diriku sendiri semoga dikehidupan yang hanya satu 

kali ini aku tetap bisa menjadi manusia yang bisa membahagiakan 

diriku sendiri dan orang-orang yang aku sayangi.   
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